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| rasi,  dipundang  mampu  membina/

" mewelmcwmkm pendidikan Sekolah Dasar (SD)
~ Negeri; R

b buhwa untuik kelancaran — penyelenggaraan
pendidikan Sekolmh Dasar (SD) Negeri, penataan
administrasi sekolah, dan pemenuhan kelengkapan
persyaratan  akreditasi  sckolah  sebagaimana
dimaksud dalam  huraf a, perlu diberikan
Pembaharuan Izin  Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana

dimaksud pada  huruf a dan b di atas, perlu

diberikan Pembaharuan 1zin Operasional

Penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) Negeri 07 IX

Koto di Jorong Banai IX Koto, Kecamatan Pulau

Punjung;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenpggaraan  Negara  yang  Bebas  dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional,

3, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Dharmasraya,
Kabupaten  Solok  Selatan, dan Kabupaten
Pasaman Baral di Propinsi Sumatera Barat;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Durah Kabugxaten Dharmasraya
omor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Mm di Kabupaten Dharmasraya;
- 11. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 27 tahun
A MI m Pendelegasian  Kewenangan
yelenggaraan Perizinan berusaha dan Non
Peman Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Dharmasraya;
12, Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 47 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Pendidikan;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KESATU : Memberikan Pembaharuan lzin Operasional

Penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) Negeri 07 X Koto di
Jorong Banai IX Koto, Kecamatan Pulau Punjung untuk

menyelenggarakan pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri
dengan baik.

KEDUA : 1. Dalam menyelenggarakan sekolah selalu berpedoman

pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Sekolah harus melaksanakan Koordinasi intensif

dengan Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan dan
pengelolaan sekolah;

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k
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tanggal ditetapkan sampail dengan 13 Februar 2028.

Di tetapkan di Pulau Punjung
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pada tanggal, ¢ Februan 2025
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Tembusan disampaikan kepada \'m: (‘ . - .
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinst Sumatera Barat i Padang
5. Bupati Dharmasraya di Pulau Pungung
6. Inspektur Dacrah Rabupaten Dharmasrays di Pulau Punjung

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

